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BUPATI ACEH BES.AiR,

batrwa dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi
Provinsi Aceh sesuai dengan amanat Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 ti:ntang Pemerintalian Aceh dan
Qanun Kabupaten Aceh lBesar Nomor 11 Tahun 2OA9
tentang Pemerintahan Gelrnpong, maka perlu pengaturan
tentang Tuha Peut Gampong sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan gampong;
bahwa dengan berlakr.rnya otononri khusus tersebut dan
untuk melaksanakan am,anat Qanun Kabupaten Aceh
Besar Nomor 11 Tahun '.2OO9 tentang Pemerintahan
Gampong, Pasal 56 aya.l- (1) ctrn ayaL (2) maka perlu diatur
Tata Cara Pengangkat"a.n r:lan Pemberhentian Tuha Peut
Garnpong Dalam Kabupaten Aceh Besar;
bahwa berdasarkan pertirnbangzr.n sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan httn;:I' b, rnaka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Beseu- tentang Ta1-a Cara
Pengangkatan deLn Pernt:erhentiarn Tukra Peut Germpong
Dalam Kabupaten Acelr Besar.

Undang-Undang Nomor ',v (Drt) 'lahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah O,tonom Kabupat-en-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera" Utara
(Lembaran Negara Repur.t-:1il,r Indonesia Tahun i956 Nomor
58, Tambahan LembararL Nega.ra Repulrlik Indonesia
Nomor 1092);
Undang-Undang Nomot' 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengga.raan Negara .yang I3ersih dan Bebas dari
Korupsi, Koiusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tairurr 1999 Nclmor 75, Tambahan
Lembaran Negara Repr-iblik Indonesia Nomor 3851);
Undang-lJndang Nornor 44 Tahun 1999 tentzr-ng
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
l\omor L72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);
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4. Undang......



4. Undang-Undang Nornclr 1.7' 'lahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nrrmor 47, Tamba,r.an Lenrbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2B6);
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negeira (L,errrbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO'1. hlomor 5, Tarabahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaL Nomor a355);
Undang-Undang No mor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daera.h (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 l$omor 725, Tambahan Lernbaraa
Negara Republik Indones;a Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubilh kedua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2OO8 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOB Nrlmor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia. Nomor 4844)',
Undang-Undang Nomor 33 Ttrhun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tarnbahal Lembaran
Negara Republik Indonesiar Nomor a438);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran l{egara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nor:rLor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a633);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20LL tentang
Pembentukan Peraturan. F'erundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indone:sia Tahun 201l Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5%a);
Peraturan Pemerintal Nomor 72 lahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negar:r l,lepublik Indone sia Tahun 2005
Nomor 158, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a857');
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor il7 Tahun 2OO7
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Qarrun Aceh Nornr:rr 10 lzrhun 2OOB t-entang Lembaga
Adat;

13. Qanun Aceh Nomor 3 'lrLhun 2AO9 Tentang Tata Cara
Pemilihan dan Pember'hentian Imeum Mukim;

14. Qanun Acr:h Nornor 4 Trahun 2OO9 Tentang Tata Cara
Pemilihan dan PemberhenLian Keuchik;

15. Qanun Kabupat.en Aceh Besar I'Iomor 6 Tahun 2AO9
Tentang Pembentul<a.n f}usunan Organisasi dan Tata
I(erja Majelis Aclat Aceh K;abupaten Aceh Besar (l,embaran
Daerah Kabupaten Acch Eiesar I'zrtrun 2OO9 Nomor 06);

16. Qanun Kabupaten Aceh Besa-r Nomor 8 Tahuin 2OOg
tentang Pemerintahzrn A{ukin:r (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Besar Ta.lnun 2009 Nomor B);

17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahu.n 2OOg
Tentang Pemerintahan Gampong (Lernbaran Daerah
Kabupaten Aceh Besr:r''[a]trun 2OO9 Nomor 11).

5.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

-2-



Menetapkan

MEMUTUSKA"Til :

PERATURAN BUPATI ACEhi BESAR TENTAI\JG 'IATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEIVIBBRHENTIAN TI.]HA PEUT
GAMPONG.

BAB I
KETENTIIAN UIIIUWI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adaiah bagian clari Daerah Provinsi Acelr seba,gai
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi lcewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusarl pemerintahan dan kepentingan
rnasyarakat setempat sesuai dengan pe :aluran perundang-undangan dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan l?epublik Indonesia berdasarkan
Undang-LIndang Dasar Republik Indones;ia llahun 1945 yang dipimpin oleh
seorang Bupati;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yErng se.l.arrjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah
kabupaten yang terdiri atas Bupati dern Perrangkat Daerah Kabupaten Aceh
Besar;

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang
dipilih melalui suatu proses demokratis ya:ng dilakukan berdasarkan azas
langsung, rlmu.m, bebas, rahasia, jujur dan r;rdil;
Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerlntah l)aerah Kabupaten Aceh
Besar yang dipilih melalui sua.tu prose,js demokratis yang dilakukan
berdasarkan azas langsung, LlmLrm, bebas, rahasia, jujur dan adil;
Dewan Penvakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK
adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah I(abupaten Aceh Besar
yang anggotanya dipilih melalui pemilihan urnum;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
Kecamata.n adalah suatu wilayah kerja carmat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Aceh Besar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
Mukim adalah kesatuan masyarakat h.ukr;m di bawah kecamatan yang
terdiri atas gabungan beberapa gampong J/ang mempLrnyai batas wilayah
tertentu yang dipimpin oleh imeum rrnukim atau nama lain dan
berkedudukan langsung dibawah camat;
Gampong adalah kesatuan masyarakat hr-rkum yang berada di bawah
mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan
rumah tangga sendiri;

10. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh
gampong yang ada pada waktu pernbentr.rkan gampong atau nama lain tidak
diserahkan kepada mukim serta sumber perrdapatan la.innya yang sah;
Sekretaris Gampong adalah sekretaris perne:rinlah gampong;
Keuchik adalah kepala persekutuan rna.syarakat adat galnpong yang
bertugas menyelenggarakan pemerintahan g;a.mpong
Kepala Dusun adaiah pembantu keuchik ga:rnpong ditingkat dusr-rn;
Reusam Garnpong atau nama lain aclalahL aturan-atr-rran, petunjuk adat
istia.dat yang ditetapkan oleh keuchik sete.lah mendapat persetujuan tuha
peut gampong;

15. Tanah......

v
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4.
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9.

11.
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14.
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15. Tanah Ulayat adalah tanah yang bereda dalam wilayah mukim yang
dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat;

16. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, bersifat mengikat dan
menimbulkan akibat hukum;

t7 . Musyawarah Gampong adalah permusyeiw'i,rratan dan permufakatan dalam
berbagai kegiatan adat, pemerintahr-n, pen:bangunan dan kemasyarakatan
yarlg dipimpin oleh keuchik gampong dan [uha peut gampong dan dihadiri
oleh lembaga-lemba.ga adat dan para pernirrupin agama di tingkat gampong;

18. Penyelesaian persengketaan adat gampong adalah permusyawaratan dalam
penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau
sengketa-sengketa di bidang hukurn adat di ganrpong yang dipimpin oleh
keuchik gampong dan tuha peut gampong;

19. Imeum Mukim adalah kepala pemerintathan mukim;
20. Peraturan Gampong atau nama lain a.dalelh peratura.n perundang-undangan

yang dibuat oleh T\rha Peut Gampong bersama Keuchik Garnpong;
2L. 'fuha Peut Gampong adalah Badan Perrnusyawaratan Gampong sebagai

lembaga yang merupakan perwr-rjudan de^raokrnsi dalam penyelenggaraan
pemerintahan gampong;

22. Unsur Ulama adalah kesatuan masyarrerkat tertentu yang melakukan
perbuatan-perbuatan yang lazim turul dilakukan sejak dzrhulu menjadi
turun temurun sesurai syari'at islam;

23. Tokoh Masyarakat adalah kalangan Pirnpinan l'fokohlUnsur ma.syarakat
tertentu yang baik dan dapat dijadikan co:Lrtoh telactan baik kalangan tua,
pemuda maupun perempuan;

24. Pemuka Adat acialah kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan
perbuatan-perbuatan yang lazim ditun-rt,/dilakukan sejak dahulu kala
berdasar kebiasaan-kebiasaan masyar €rkat set e mp at ;

25. Cerdik Pandai/Cendikiawan adalah kesatuan masyarakat tertentu yang
tersusun dengan baik dan teratur dalan:r suratu perkumpulan berdasarkan
jenis kegiatan dan pembagian tungsional untuk menyelesaikan
kewajibannya menurut bidang pekerjaalr yang dilandasi pendidikan,
keterampilan / kej uj uran tertentu;

26. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disi:egl<at ADG adalah dana yang
dialokasikan oleh kabupaten untuk gamporlg, yarlg bersumber dari hagian
dana perimbangan keuangan pusat dan daera.h Kabupaten Aceh Besar;

27. Rencana Pembangurian Jangka Menengzrh Garnpong selanjutnya disingkat
RPJMG adalah dokumen perencanaan gar:npong untuk periode 6 (enam)
tahun;

28. Rencana Pembangunan Tahunan Gampong selanjutnya d.isebut Rencana
Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) adalah Cokumen perencanaan gampong
untuk periode 1 (satu) tahun;

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gamp:ng selanjutnya disebut APBG
adaiah rencana keuangan tahunan pemer:lntahan gampong yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah garrpong dan tuha peut gampong,
yang ditetapkan dengan peraturan gampong,;

30. Badan Usaha Milik Gampong selanjutnya disingkat BUMG adalah usaha
gampong yang berbadan hukum sebagai x-rpaya peningkatan pendapatan
gampong yang ditetapkan dalam peraturan gampong.

II

},
-4-

BAB.



(1)

BAB II
PEMBENTUI{AN DAN UNSUR-UNSUR ,I[I,HA PEUT GAMPONG

Pasal 2

(1) Tujuari pernbentukan tuha peut galnpong adalah untuk memperkuat
pemerintah gampong serta mewadahi perwujudan Demokrasi Pancasila di
gampong;

(2) Tuha peut gampong berkedudukan sebagai unsrLr
pemerintahan gampong;

penyelenggara

Keanggoiaan tuha peut
a. tokoh agama;
b. tokoh masyarakat;
c. pemuka adat; dan

Pasal 3

garr^pong terdiri darj :

d. cerdik pandai dan/atau cendikiawan;

(2) Jumlah anggota tuha peut gampong ditetaplcan dengan jumiah ganjil, paling
sedikit 5 (lima) orang dan paling ban'yak 7 (tujuh) orang dengan
memperhatikan luas wilayah, jumlah pendurduk gampong dan kemamplran
keuangan gampong dengan perbandingar:r sebagai beri);ut :

a. penduduk kurang dari 2.500 jiwa angglota tuha peut gampong 5 (lima)
orang;

b. penduduk lebih dari 2.500 jiwa anggota tuha peut gampong 7 (tujuh)
orang.

(3) Keanggotaau tuha peut gampong minimal terdiri atas 307o (tiga puluh per
seratus) berasal dari kaurn perempuan;

(4) Keanggotaan tuha peut gampong memi:akr-rn perwakilan dari tiap-tiap
clusun.

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANqI(ATAN TI]HA PEUT GAMPONG

Pasal 4

syarat-syarat menjadi anggota tuha peu.t gamlrollg sebagai berikut :

a. warga Negara Republilc Indonesia; -b. taat dalarn menjalankan Syariat Islaun secitra lkflah dan sungguh-sungguh; v
c. mampu membaca, memaharni dan melaxsanaka.n Al-Quran dengari iraik dan

ben.ar;
d. setia kepada Negara Kesatuan Republik Inclonesia; ,.,
e. terdaftar sebagai penduduk gampong dan ';ertempat tinggal di gampong

tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak t.erputus-
putus dan dibuktikan dengan kartu tandat pc,rnrluduk yang masih berlku;

f. mengenal konCisi geografis, kondisi sosial ekonomi clan kondisi sosiai budaya
gampong serta dikenal secara luas oleh masyilrakat setempat;

g. teiah berumtrr paling sedikit 25 (dua puiuir iiima) tahun dan paling tinggi 65
(enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;

h. berpendidikan.....

v
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h. berpendidikan paling rendah tamat Sekolarh Lanjutan Tingkat Pertama

clan/atau sederajat;
i. sehat jasmani dan rohani serta nynter-n14ata ticiak sedang terganggu

jiwa/ingatannya;
j. -berkelakuan 

baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdeisark;an keputusarr pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap'
1. memahami dengan baik qanun, reusam dan ia.dat istiadat serta ticlak pernah

meiakuka.n perbuatan-perbuatan yang melanggar adat istiadat;
m. bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan r:Ieh pihak lain; dan
n, syarat lain sesuai d.engan kondisi sosial budaya rnasyarakat setempat yang

ditentukan dalam qanun gampong.

Pasal 5

Pemilihan anggota tuha peut gampong dilal<san,i:rkan melalui tahap pencalonan
dan musyawarah pemilihan.

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan musyawaratr pemilihan tuha peut gampong, keuchik
dan imeum meunasah memberitahukan secara tertulis tentang rencana
musyawarah pemilihan tuha peut gampong kepada imeum mukim'

(2) Imeum mukim membentuk panitia musSrawarah pemilihan tuha peut
gampong.

(3) Panitia musyawarah pemilihan tuha peut gampong sebagaimana dimaksud
pada ayat (2\ terdiri dari :

a. sekretaris Mukim sebagai ketua panitia; dan
b. 4 (empat) orang warga masyarakat gampong setempat yang dipandang

dapat berlaku jujur, adil dan tidak merrrihak sebagai anggota panitia.

Pasal 7

(1) Panitia musyawarah pemilihan tuha ;-reut gampong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) berkewajiban seba.geri lcerikut :

a. menyampaikan pengumuman kepada rnzisyarakat yang berkaitan dengan
akan diselenggarakan musyawaratr pernil.ihan tuha peut gampong;

b. menjaring calon tuha peut gampong sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

c. mengumumkan seluruh para calon tutra peut gampong secara bersamaan.
pada tempat-tempat yang strategis setringga dapat diketahui dengan
mudah oleh masyarakat gampong deL.arrn rnusya\,varah pemilihan;

d. melaporkan kepada imeum mulcirn sekaligr:s mengundang imeum rnukim
untuk dapat hadir dalam musyawarah pemilihan tuha per:t gampong;

e. mengumumkan dan menguncla.ng .sr:lunrh masyarakat gampong yar.g
telah memenuhi ketentuan untuk dilpat hadir clalam musyawarah
pemilihan tuha peut gampong; dan

f. menjaga ketertiban dan ketentrarnan selama nlusyaweirah perniiihan tuha
peut gampong dilaksanakan.

(2) Panitia musyawarah pemilihan tuha perut ga:npong tidak dibenarkan
mencalonkan dirinya untuk menjadi tuha pr:ut gampong.

''v
-6.-

Pasal..8



Pasal 8

(1) Tuha peut gampong yang dipilih berdasarl(nr:] asas musyawa,r'ah dan mufakat
dengan tetap memperhatikan keinginar, f-erbesar dari seluruh masyaral<at
gampong dalam suafir musyawara.h garnpong yang cli khususkan untuk itu.

(2) Mtrsyawarah pernilihan tuha peut gampolrig clihadiri oleh keuchik, imeurn
meunasah, imeum mukim, perwakilan kecar.ei;tt-an, seluruh kepala dusun dan
perangkat gampong lainnya serta sekurzrng;-:lcurangnya ada keterua-ki1an dari
setiap dusun 2O (dua puluh) orang.

(3) Para tuha peut yang terpilih kemudian dibe;r:i kesempatan untuk melakukan
pemiiihan ketuanya, wakil ketua dan sekrr,:t.a.ris selarnbat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sejak pelaksanaan musyawarah pemilihan tuha peut gampong.

(4) Ketua tuha peut gampong yang baru dipilih meny.impaiki:"n laporan tentang
pembentukan struktur organisasi tuha peut gampong tersebut kepada
imeum mukim.

(5) imeum mukim dengan sepengetahuan c,arnat setempat- menyampaikan
keputrrsan hasil musyawarah pemilih.an tuha peut gampong serta susr.r"nan
struktur organisasinya selambat-lambatny"n 15 (1ima belas) hari sejak
pelaksanaan musyawarah pemilihan tu.ha peut gampong kepada bupati.

(6) Bupati menetapkan pengangkatan tuha peut garnpong selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari imeum mukim.

Fasal 9

(1) Tuha peut gampong dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk
selambat-lambatnya 15 (lima bel.as) hari terhitung sejak tanggal
diterbit-kannya keputusan bupati.

(2) Tata cara pelantikan tuha peut ge1-mpong dilaksanakan dengan
memperhatikan adat istiadat gampong setem.pat.

(3) Pelantikan tuha peut gampong dilaksanakan di gampong J/arlg bersangkutan
dihadapan seluruh masyarakat.

(a) Sebeium memangku jabatannya tuha peut gampong mengucapkan sumpah
atau janji.

(5) Susunan br:nyi sumpah ljanji adalah :

"Demi Aliah, saya bersumpah bahwa saya akan memenlrhi kewajiban saya
selaku tuha peut gampong dengan sebail<-baiknya, sejujur-jujurnya dan
seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dar: bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1945 serta n:relaksanakan segala peraturan
perundang-undangan dengan selurus-lurus::ya yang berlaku bagi gampong,
mukim, daerah dan Negara Kesatuan Republik."

P*saI 1O

Seluruh biaya yang timbul akibat mlrsyawarah pernilihan dan pelantikan tuha
peut gampong dibebankan pada anggaran pe:ldapatan dan beianja gampong
serta sumbangan pihak ketiga lainnla.yang sah dan tidak rnengikat.

BAB iV......
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BAB TV

KEDUDUI(AN, TUGAS, FUNGSI, I{AK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Tuha peut gampong berkedudukan di Gampong itu sebagai unsur
penyelen gguruin pLmerintahan gampong serta l;ebagai mitra kerja pemerintah
ga*po.rg clengan prinsip saling hormat menghor:ir.rati;

Pasal 12

(1) Tuha Peut gampong mempunyai tugas

a. membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong

atau nama lain;

b. membahas d.an menyetujui qanun gampong atau nama lain;

c. mengawasi pelaksanaan pemerintahan garrrpong atau narna iain;

d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pr:rnbangunan gampong atau nama
la:n;

e. merumuskan kebijakan gampong atar.r rriulla lain bersama K.euchii< atau
nama lain;

f. memberi nasehat clan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik
diminta maupun tidak diminta; dan.

g. menyelesaikan sengketa yallg timbul dalam masyarakat bersama
pemangku adat.

(2) Tuha peut gampong mempunyai wewenang :

a. mengayomi adat istiada!
b. menampung dan menya-lurkan aspirasi rneisyarakat;

c. menyuslrn rancangan qanun gampong dan peraturan lainnya bersama
keuchik;

d. membentuk panitia pemilihan keuchil<;

e. mengusulkan pengangkatan dan perrrberht::n1-ian keuchik; dan

f. mengav/asi penyelenggaraan pemerintaharr gampong;

Pasal J.3

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas claru wewenangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (til) tuha peut gampong men1rusun
tata tertib;

(2) Pedoman penyusunan tata tertib sebagairnana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dalam keputusan tuha peut garrr.pong yang sekurang-kurangnya
memuat:
a. jadwal sidang dan rapat;
b. tata cara pengundangan sidang;
c. mekanisme penyerapan aspirasi masya,ra[<at;
d. pemilihan dan pemberhentian pimpinan t.uha peut gampong;
e. tata cara permintaan keterangan keuchik; dan
f. tata cara pen;rusunan dan penetapan peraturalt gampotlg.

Pasal 14.....
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Pasal 14

TUha peut gampong mempunyai fungsi :

a. menampung serta menyalurkan aspirasi rn.asyarakal;
b. peiestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang

memiliki asas manfaat;
c. pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu mennbahas / memmuskan dan

memberikan persetujuan atas pengundangaLr keuchik terhadap Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG)

d. pelaksanaan fungsi anggaran yaitu rnr':mbahas/ merumuskan dan
memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Gampong (RAPBG) sebelum diurnciangkan nrenjadi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG); Cern

e. pelaksanaan fungsi pengawasan, yaitu n:reliputi pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan gampong, peiaksarnaan peraturan lainnya yang
dihasilkan pemerintah gampong serta kebijer.kan lainnya dari keuchik.

(1) Dalam
hak :

a. hak
b. hak
c. hak
d. hak
e. hak
f. hak
g. hak
h. hak
i. hak

Pasal 15

menjalankan tugas dan fungsinva trrha peut gamplng mempunyai

meminta dan menilai pertanggttng javt aba,n keuchik;
anggaran;
mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
meminta keterangan keuchik;
mengaclakan perubahan rancangarl reLtsam gampong;
mengajukan pertanyaan I pendapat;
prakarsa men genai ran can gar r relr.sann ganipoll g ;

penyelidikan; dan
menetapkan tata tertib tuha peut garrrpong.

(2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana climalEsr.rd, pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan keputusan tata tertib tu"ha peut- igarnpong.

BAB V
LARANGAN TUHA PEUT CIiAMPONG

Pasal 16

Larangan tuha peut gampong adalah sebagai berikut '. ,

@ rangkap jabatan dalam jabatan pemerintah gampong; L/b. membocorkan rahasia Negara;
c. Ialai dalam melaksanakan tugas clan kewajiban sehingga merugikan

kepentingan umum dan masyarakat;
d. menyalahgunakan wewenang sebagai tuha peut gampong;
e. menerima hadiah atau pemberian dari seseorang yang berhubungan dengan

jabatan;
t. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan rnartabat dan kehorrnatan;
g. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisrne; dirn
h. melakukan perbr.latan dan I atau rnensponsori rnasyarakat untuk ikut serta

merongrong wibawa pemerintah.

v-9-
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B.AB VI
MASA BAKTI TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 17

(1) Ketua dan anggota tuha peut gampong rrrernili.ki masa bakti selama 6 (enam)

tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya
untuk satu kali masa jabatan berikutnya;

(2) Ketua dan anggota tuha peut gampong y€{ng berhalangan tetap atau
mengundurkan diri dapat dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW)'

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI TUHA .PIDU'T GAMPONG

Pasal I"8

(1) Tuha peut gampong terdiri dari :

a. 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua (merangkap anggota);
b. sekretaris (bukan anggota);
c. anggota tuha peut gampong di clasarkan pada ketentuan sebagaimana

dimaksud daiam Pasal 3 ayat (2);
(2) Tugas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota tuha peut gampong adalah

sebagai berikut :

a. ketua tuha peut gampong bertugas rnernirnpin dan mengendalikan
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi tuha peut
gampong;

b. wakil ketua tuha peut garipong bertugas membantu ketua d,alam
menjalankan tugas-tugasnya dan menggantikan ketua apabila
berhalangan hadir; dan

c. sekretaris bertugas mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan tugas
yang meliputi :

1. membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi
ketatausahaan;

2. membantu menyelenggaral;an pers;iclangan dan pembuatan risalah
rapat; dan

3. melakukan tugas-tugas iain yang rele'',rzr.n dengan jabatannya.

d. anggota tuha peut bertngas rrremberi siar.rn, masukan dan menyampaikan
aspirasi masyarakat kepada ketua tuha peut gampong.

BAB V'IU
MEI{ANISME RAPAT' D.,A"N TATA TERTIB

Pasal 1.9

(1) Rapat tuha peut garnpong djlaksanakein pzriing sedikit 1(satu) kali dalarrr satu
tahun;

(21 Tata tertib tuha peut gampong diatur oleh ketua tuha peut gampong dengan
persetujuan seluruh anggota tuha peut gamjlong"

BAB IX......

V
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BAB IX
SEKRETARIAT TUHA PEI,IT EAMPONG

Pasal 2O

(i) Untuk kelancaran tugas clan fungsi tuha. peul. gampong dibentuk sekretariat
tuha peut gampong.

(2) Tuha peut gampong memiliki sekretari;:,t yang berlainan dengan kantor
keuchik.

(3) Sekretariat tuha peut gampong sebagaimeuna dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang sekretaris (bukan ang;gnta) yang berada langsung di
bawah dan bertanggung jawab kepada ketua turl-ra peut gampong.

(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud padn ayeit 13) dibanttr oieh beberapa orang
tenaga staf sesuai dengan kebutuhan dan. kemampuan gampong.

(5) Sekretaris dan staf sekretariat tuha pe'ut ga"mpong tidak boleh dari unsutr
perangkat gampong.

(6) Sekretaris dan staf sekretariat tuha peut gampong diangl<at dan
diberhentikan oleh keuchik berdasarkan lrsulan dari ketua tuha peut
gampong.

BAIS X
PEMBERHENTIAN TUHA. [}EU'T GAMPONG

Pasal 21

(1) Anggota tuha peut gampong berhenti kare:ni;r :

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. habis masa bakti;
d. bertempat tinggal diluar gampong yang bersangkutan;
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimarra dimal<sud dalam Pasal 4; dan
f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Anggota tuha peut gampong sebagaimana dirna.ksud pada ayat (1) dapat
dilakukan Pergantian Antar Waktu (pAW) l<arena :

a. meninggal dunia;
b. permintaan seridiri; dan
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagairnir.na dimaksud dalam Pasal 4

Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERAI,,IHAN

Pasal22

Tuha peut gampong atau nama lain yang sudah ada pada saat berlakunya
Peraturan ini tetap berlaku sepanjang ddak bert.entangan dengan Peraturan ini.

Pasal 23

Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana climaks;rrd dalam peraturan ini menjadi
pedoman bagi pemerintahan ga:npong dalam. melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan gampong.
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(1)

(2t

BAB >(II
I(ETENTUAN PENUTTTP

Pasal24

Dengan beriakunya peraturan ini, maka ketentuan tentang petunjuk
pelaksanaan terkait dengan tuha peut gampong dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku iagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan l3upati ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dir"rndangl<an.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerirrtahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Diterapkan di Kota Jantho
pa<ler tanggal _LZ Desernber 2013 M

r,\ t4 Shafar i435 H

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 17 Desember 2013 M

14 Shafar 1435 H

r

\t<nrurarox

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2AB NOMOR : 38
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